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ABSTRAK

Keberhasilan dalam mencapai target sebuah organisasi dipengaruhi oleh kualitas sumber
daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam
sebuah organisasi, berfungsi sebagai penggerak dan penentu keberhasilan organisasi dalam
mencapai sasaran. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menilai dan
mengukur kinerja pegawai melalui analisis jabatan dan beban kerja, serta menjadi dasar
dalam perhitungan prestasi kerja. Selain itu, E-Kinerja juga berfungsi sebagai alat bantu
dalam menghitung tunjangan kinerja pegawai. Implementasi aplikasi E-Kinerja di
Kabupaten Kuningan dimulai pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 92 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan untuk
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dan
program E-Kinerja ini ditujukan untuk semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan
PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan analisis hasil
penelitian penulis, pelaksanaan kebijakan E-Kinerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan tidak sepenuhnya berjalan lancar dan optimal, terdapat sejumlah
masalah atau tantangan yang menghalangi efektivitas E-Kinerja. Tantangan yang dihadapi
antara lain adalah dalam melaporkan hasil kerja yang telah dilakukan oleh pegawai. Tidak
semua pegawai mampu melaporkan hasil kerja mereka melalui sistem elektronik dengan
cepat dan responsif. Ada juga pegawai yang kesulitan dengan teknologi, sebagian
disebabkan oleh usia dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan hal-hal baru berbasis
elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Evaluasi Kebijakan
Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penerapan Aplikasi E-
Kinerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis memilih
metode ini karena fokus penelitian bukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel
atau mengkaji dampak satu variabel terhadap yang lain, melainkan untuk meneliti,
menemukan, dan memahami kinerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan dalam pemanfaatan aplikasi E-Kinerja. Penelitian ini akan
menggambarkan situasi secara objektif. Untuk mengumpulkan data, teknis yang dilakukan
adalah melalui triangulasi, dengan analisis data yang berorientasi pada induksi, dan
penekanan pada makna dalam hasil penelitian kualitatif dibandingkan dengan generalisasi.
Data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara
dilaksanakan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan serta
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beberapa anggota pemerintah di instansi tersebut mengenai isu dalam evaluasi kebijakan.
Studi kepustakaan diperoleh dari literatur, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti, yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Dasar teori yang
digunakan merujuk pada teori Evaluasi Kebijakan Publik menurut William Dumn
(2003:610), yang mencakup enam faktor evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan
keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga biasanya akan dihasilkan
rekomendasi mengenai kelanjutan atau perlunya perbaikan pada kebijakan tersebut. Dalam
proses evaluasi, juga dinilai hubungan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi)
beserta dampak yang dihasilkan, serta apakah dampak tersebut sesuai dengan ekspektasi.
Melalui evaluasi ini, kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan memberikan keuntungan
atau tidak. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah kurangnya pemahaman pegawai
tentang aplikasi E-Kinerja, instansi tidak memanfaatkan secara optimal sarana teknologi dan
jaringan untuk aplikasi tersebut, serta pegawai tidak maksimal dalam menggunakan sarana
teknologi saat mengerjakan aplikasi E-Kinerja.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Kinerja, Pegawai, Aplikasi

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik
sebagian  besar  bergantung  pada
kemampuan pemerintah untuk
memperbaiki  kualitas sumber daya
manusia yang ada. Terutama, Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk
menciptakan kerja pegawai yang baik.
Sejalan  dengan penerapan otonomi
daerah, Kabupaten Kuningan wajib
memberikan kesejahteraan kepada rakyat,
bangsa, dan negara, yang tercermin dari
kinerja  aparat  pemerintah  dalam
memberikan pelayanan yang sesuai
dengan kemajuan teknologi  serta
pertumbuhan dan peningkatan kebutuhan
dasar masyarakat.

Berbagai  penerapan  sistem
elektronik dalam birokrasi berdasar pada
kebijakan  publik  bertujuan  untuk
memperbaiki dan melanjutkan kualitas
reformasi birokrasi. Implementasi sistem
ini merupakan salah satu bentuk dari E-
Government.  E-Government adalah
singkatan dari Electronic-Government
yang diterjemahkan dalam Bahasa
Indonesia menjadi Pemerintahan Berbasis
Elektronik. E-Government mencakup

REFORMASI Vol 8No 1 Oktober 2023

pemerintah digital, pelayanan pemerintah
secara online, atau pemerintah yang
bertransformasi untuk  meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik.

E-Kinerja  adalah  aplikasi
berbasis web yang digunakan untuk
menilai dan mengukur kinerja pegawai
melalui analisis jabatan dan analisis beban
kerja, serta menjadi dasar dalam
menghitung prestasi kerja. Selain itu, E-
Kinerja juga berfungsi sebagai alat bantu
dalam menghitung pemberian tunjangan
kinerja pegawai. Kebijakan E-Kinerja
muncul karena adanya pegawai yang
melaksanakan tugas tidak sesuai dengan
fungsi dan beban kerja masing-masing.
Selain itu, penempatan jabatan yang
belum didasarkan pada kompetensi
individu dan jabatan, penilaian kinerja
yang tidak objektif, serta rendahnya
tingkat  disiplin  pegawai  sendiri,
menjadikan hasil kerja pegawai belum
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal ini menyebabkan sistem pelayanan
publik berjalan lambat, rumit, dan tidak
optimal.

Dengan adanya kebijakan E-
Kinerja, pemberian tunjangan kinerja
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kepada pegawai menjadi lebih merata.
Untuk posisi kerja yang serupa, pegawai
yang bekerja dengan tekun dan yang kurang
rajin tidak lagi menerima tunjangan yang
sama, karena pemberian tunjangan Kkini
berdasarkan kinerja mereka yang dinilai
melalui  E-Kinerja.  Kebijakan  ini
mendorong pegawai untuk memperbaiki
kinerjanya, sehingga pegawai yang
sebelumnya kurang disiplin kini menjadi
lebih giat dan bersaing. Kebijakan E-
Kinerja juga berfungsi untuk mengawasi
aktivitas pegawai selama jam kerja, apakah
mereka aktif atau tidak. Hal ini akan
terpantau oleh tim pengawas laporan kerja
pegawai yang melakukan evaluasi secara
tahunan, bulanan, mingguan, dan bahkan
harian. Penerapan E-Kinerja merupakan
langkah dan proses untuk memperbaiki
kinerja Aparatur Sipil Negara.
Implementasi aplikasi E-Kinerja
di Kabupaten Kuningan dimulai pada tahun
2019 sesuai dengan Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan. Program E-Kinerja ditujukan
untuk seluruh SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) dan PNS (Pegawai
Negeri Sipil) di lingkungan pemerintahan.
Aplikasi E-Kinerja dipergunakan oleh
Pemerintah, khususnya Pemerintah
Kabupaten Kuningan, untuk menganalisis
kebutuhan jabatan, beban kerja, dan beban
kerja unit atau satuan kerja organisasi,
sebagai dasar dalam perhitungan prestasi
kerja dan pemberian insentif kerja, dengan
tetap merujuk pada Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 92 Tahun 2019. Salah
satu contohnya, kantor Satuan Polisi
Pamong Praja berperan dalam memastikan
ketersediaan sumber daya pegawai serta
menjaga administrasi yang mencakup
pengembangan pengelolaan sumber daya.

METODE
Menurut  Sugiyono  (2019:8),
Metode Deskriptif  Kualitatif —adalah
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pendekatan  yang  digunakan  untuk
penelitian mengenai isu-isu yang tengah
berlangsung dengan cara kualitatif. Metode
ini sering disebut sebagai penelitian
naturalistik  karena  dilaksanakan di
lingkungan yang alami. Dalam penelitian
ini, obyek yang diteliti berada dalam
kondisi yang natural, dan pengambilan data
dilakukan melalui teknik pengumpulan data
yang bersifat triangulasi, yaitu
memanfaatkan berbagai metode secara
bersamaan. Analisis data dilakukan dengan
pendekatan induktif, yang berlandaskan
fakta-fakta yang ditemukan di lapangan,
lalu diolah untuk membentuk hipotesis atau
teori. Dari hasil penelitian kualitatif,
peneliti  menemukan bahwa  tujuan
penelitian  kualitatif =~ adalah  untuk
memahami fenomena alami yang unik,
dinamis, dan holistik terkait dengan
keberadaan manusia dan interaksinya
dengan lingkungan sekitar. Dalam kajian
ini, data diperoleh melalui triangulasi,
analisis data dilakukan secara induktif,
serta penelitian kualitatif lebih
menitikberatkan pada makna yang ada
dalam hasil penelitian. Metode yang
peneliti pilith di dalam studi ini adalah
metode kualitatif yang deskriptif. Penulis
memilih metode penelitian kualitatif karena
tujuan penelitian bukan untuk
mengevaluasi kekuatan hubungan antara
variabel-variabel atau untuk mengukur
pengaruh suatu variabel terhadap variabel
lainnya, melainkan untuk menyelidiki,
menemukan, dan menjelaskan kinerja
pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong
Praja  Kabupaten = Kuningan dalam
penggunaan aplikasi E-Kinerja. Jenis
penelitian ni bertujuan untuk
menggambarkan atau menjelaskan suatu
keadaan dengan cara yang objektif.
Instrumen utama dan teknik pengumpulan
data dilakukan dengan cara triangulasi,
analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan pada
aspek-aspek tersebut. makna daripada
generalisasi. Selain itu, peneliti menerapkan
pendekatan kualitatif untuk
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menggambarkan kondisi nyata di balik
fenomena yang berkaitan dengan peran
kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja saat menerapkan aplikasi E-Kinerja
secara mendalam, terperinci, dan lengkap.
Dalam studi ini, peneliti membandingkan
kenyataan dengan teori yang relevan
melalui metode deskriptif.

Dalam penelitian ini, obyek yang
diteliti adalah Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan, khususnya di
bidang Kesekretariatan yang dapat
membantu peneliti memperoleh data yang
valid. Teknik pengumpulan data dilakukan
secara kombinasi, dengan analisis data
bersifat deduktif, dan penelitian kualitatif
lebih menekankan pada makna daripada
generalisasi.

Sampel atau informan yang dipilih
adalah individu-individu yang dapat
memberikan informasi mengenai situasi
dan kondisi di tempat penelitian, dengan
teknik pemilihan informan menggunakan
purposive sampling. Purposive sampling
adalah  metode  penentuan  sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai
dengan kebutuhan penelitian. Informan
kunci adalah orang-orang yang paling
memahami  masalah  yang  diteliti,
sementara informan pendukung adalah
mereka yang dapat memberikan informasi
tambahan yang diperlukan peneliti
mengenai  Kinerja Pegawai di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan. Untuk sumber data, peneliti
memanfaatkan data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh dari hasil observasi
dan wawancara yang dilakukan selama
penelitian, sedangkan data sekunder berasal
dari buku, karya ilmiah, internet, dan
sumber pustaka lainnya yang relevan
dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya,
untuk memverifikasi keabsahan data,
peneliti menggunakan metode triangulasi.
Triangulasi adalah penggunaan berbagai
teknik  pengumpulan  data  secara
bersamaan. Hal ini dilakukan untuk
memastikan data yang diperoleh adalah
valid.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan merupakan
sebuah kegiatan untuk menilai atau
mengukur apakah sebuah kebijakan telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah
ditetapkan, baik dari segi dampak yang
dihasilkan maupun cara pelaksanaan
kebijakan tersebut. Hal ini merujuk pada
istilah-istilah yang sering digunakan seperti
pengukuran, penilaian, pelaksanaan, hasil,
dan dampak.

Salah satu inisiatif yang diluncurkan
oleh BKN pusat adalah aplikasi E-Kinerja,
yang berfungsi untuk mencatat kinerja
pegawai negeri sipil di seluruh SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PNS
(Pegawai Negeri Sipil). Dengan adanya
aplikasi ini, diharapkan bahwa Pemerintah
Pusat bisa memantau kinerja Pegawai
Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Selain
itu, E-Kinerja juga berfungsi untuk menilai
kinerja dan kedisiplinan pegawai sebagai
indikator TPP (Tunjangan Penghasilan
Pegawai).

Namun, dalam  pelaksanaan
aplikasi ini, kenyataannya masih ada
pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan yang belum
dapat menggunakan aplikasi E-Kinerja
dengan tingkat efektivitas yang baik.
Beberapa masalah yang ditemukan antara
lain, ada yang mengalihkan tugas dan
tanggung jawab pengisian E-Kinerja
kepada rekan kerja. Atau, meskipun ada
pegawai yang sudah dapat mengisi aplikasi
E-Kinerja, mereka masih kurang cekatan
dan tidak tepat waktu. Secara keseluruhan,
aplikasi E-Kinerja ini sudah cukup baik,
tetapi  penerapannya belum  berjalan
optimal. Dalam penelitian ini, penulis
melakukan wawancara dengan sejumlah
informan, dan berikut adalah hasil dari
wawancara tersebut:

Efektifitas

Efektivitas adalah salah satu tolok
ukur untuk menilai penerapan aplikasi E-
Kinerja di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja  Kabupaten Kuningan dengan
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menggunakan beberapa parameter, di
antaranya:

Kemampuan

Kemampuan atau kecakapan adalah
potensi untuk menguasai suatu keahlian,
baik yang sudah ada sejak lahir maupun
yang dihasilkan dari latihan dan
pengalaman serta diterapkan dalam
tindakan nyata.
Berdasarkan wawancara, penulis secara
umum menemukan bahwa pegawai di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten = Kuningan sudah  cukup
memahami cara menggunakan aplikasi E-
Kinerja, namun belum sepenuhnya
maksimal karena masih ada beberapa
pegawai yang bergantung kepada orang
lain dalam melakukan input data E-Kinerja.

Ketepatan Waktu

Parameter kedua dalam indikator
Efektivitas adalah Ketepatan waktu.
Ketepatan waktu yang dimaksud berkaitan
dengan sejauh mana aplikasi E-Kinerja
digunakan secara tepat waktu di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan. Ketepatan waktu menunjukkan
seberapa cepat informasi dapat dihasilkan
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Ketepatan waktu berperan penting dalam
menentukan  kualitas informasi yang
disampaikan.

Untuk mencapai Efektivitas dalam
penerapan aplikasi E-Kinerja, penting
untuk memastikan setiap pegawai dapat
mengoperasikannya tepat waktu. Hal ini
terkait dengan tanggung jawab dan
konsekuensi dari wewenang yang diberikan
kepada pegawai.

Melalui ~ wawancara, penulis
menyimpulkan bahwa hampir semua
pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan telah memenuhi
ketepatan waktu dalam penggunaan E-
Kinerja. Hal ini dipicu oleh adanya batas
waktu yang ditetapkan untuk pengisian E-
Kinerja, yang memberi kesempatan kepada
pegawai yang kurang disiplin untuk
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menyelesaikan tugas mereka sebelum
tenggat waktu.

Efisiensi

Yoto Paulus dan Nugent (1976)
dalam Rica Amanda (2010)
mengelompokkan efisiensi ke dalam tiga
kategori, yaitu efisiensi teknis, efisiensi
harga, dan efisiensi ekonomis. Efisiensi
ekonomis adalah hasil dari efisiensi teknis
dan efisiensi harga, sehingga dapat tercapai
efisiensi ekonomis jika kedua jenis efisiensi
tersebut juga terpenuhi (Farrel 1975 dalam
Rica Amanda, 2010). Jadi, efisiensi adalah
istilah yang mencerminkan seberapa baik
seseorang  atau  organisasi  dalam
melaksanakan usaha yang dilakukan,
diukur dari jumlah sumber daya yang
digunakan untuk mencapai hasil dari
kegiatan tersebut. Dengan kata lain,
efisiensi adalah perbandingan antara
sumber daya dan hasil yang diperoleh.
Efisiensi merupakan salah satu ukuran
untuk menilai kebijakan implementasi
aplikasi E-Kinerja di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kuningan dengan
menggunakan beberapa parameter, antara
lain:

Proses Penerapan Kebijakan

Parameter pertama dari indikator
Penerapan Proses Kebijakan. Kebijakan
yang dimaksud di sini adalah kebijakan
umum atau kebijakan publik.
Merumuskan kebijakan publik berkaitan
dengan  hal-hal yang  menyentuh
masyarakat luas. Ini adalah sebuah proses
yang mencakup kegiatan perencanaan,
pembuatan, pelaksanaan, serta evaluasi
kebijakan. Dalam konteks ini, kami akan
membahas kebijakan publik, yang diambil
oleh pemerintah demi kepentingan
masyarakat. Proses kebijakan melibatkan
berbagai pihak yang berkepentingan,
seperti: para politisi, berbagai lembaga
pemerintah,  pengambil  keputusan,
kelompok kepentingan, serta pihak-pihak
lainnya.
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Kebijakan publik sendiri
merupakan bagian dari keputusan politik,
dan keputusan politik adalah pemilihan
terbaik dari sejumlah alternatif mengenai
isu-isu  yang menjadi  wewenang
pemerintah. Dengan demikian, proses
kebijakan publik berakar dari masalah-
masalah yang harus diatasi oleh
pemerintah atau aparat administrasi
publik. Oleh karena itu, kebijakan publik
tidak dapat dipisahkan dari administrasi
publik, karena administrasi publik
diwajibkan untuk menyelesaikan masalah
tersebut demi mencapai tujuan negara
yang telah ditetapkan, yang juga
merupakan tujuan pemerintah  dan
administrasi publik di negara tertentu.

Melalui wawancara, secara
umum penulis mendapatkan kesimpulan
bahwa proses penerapan kebijakan
penggunaan aplikasi E-Kinerja yang
dilakukan oleh pegawai Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
berjalan dengan baik, meskipun belum
sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan
oleh adanya beberapa pegawai yang
masih  mengalami  kesulitan dalam
menggunakan aplikasi E-Kinerja,
terutama dalam hal pengoperasian
komputer.

Usaha Penerapan Kebijakan

Parameter kedua dari indikator
Efisiensi adalah pendekatan Usaha
Penerapan Kebijakan. Penerapan
Kebijakan adalah tahapan-tahapan yang
harus dilakukan agar kebijakan yang
dibuat dapat mencapai tujuan yang
diharapkan. Jadi, usaha dalam
menerapkan kebijakan publik berasal dari
adanya upaya-publik yang akan terukur
berdasarkan sejauh mana kebijakan
tersebut  dapat  direalisasikan  dan
memberikan solusi atas berbagai masalah
publik yang ada. Ini menunjukkan bahwa
pelayanan publik merupakan tindak lanjut
dari penerapan kebijakan yang secara
langsung berhubungan dengan masalah
dan kepentingan masyarakat.
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Melalui wawancara, penulis
secara umum dapat menyimpulkan bahwa
upaya yang dilakukan oleh pegawai di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan dalam
menggunakan aplikasi E-Kinerja sudah
cukup baik. Hal ini disebabkan oleh
adanya  tunjangan  pegawai  yang
memberikan dampak positif terhadap
motivasi setiap pegawai saat menjalankan
E-Kinerja.

Kecukupan. Kecukupan menjadi
salah satu indikator untuk menilai
kebijakan penerapan aplikasi E-Kinerja di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan dengan
menggunakan beberapa parameter, antara
lain:

Sumber Daya Manusia. Ini
adalah  parameter pertama  dalam
pendekatan Kecukupan. Menurut
Mangkunegara (dalam Anwar Prabu
Mangkunegara 2012: 40), Sumber Daya
Manusia merujuk pada kompetensi yang
berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan, kemampuan, serta
karakteristik kepribadian yang secara
langsung memengaruhi kinerja individu.

Dengan demikian, Sumber Daya
Manusia dapat diartikan sebagai individu
yang merancang dan menghasilkan output
untuk mencapai strategi dan tujuan yang
telah ditentukan. Oleh karena itu, Sumber
Daya Manusia merupakan komponen
penting dalam sebuah organisasi. Jika
terdapat Sumber Daya Manusia yang
berkualitas, maka organisasi tersebut akan
memiliki karakteristik yang memadai.

Melalui wawancara, penulis
menyimpulkan bahwa sumber daya
manusia di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan belum
berfungsi  secara  maksimal.  Ini
disebabkan oleh beberapa pegawai yang
masih  menemui  kesulitan  dalam
menggunakan E-Kinerja. Selain
kurangnya pemahaman tentang
penggunaan komputer, faktor usia dan
latar belakang pendidikan juga menjadi
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penyebab.

Non Sumber Daya Manusia

Parameter kedua dalam
pendekatan kecukupan adalah Non
Sumber Daya Manusia. Sumber daya non
manusia mencakup semua potensi fisik
yang dimiliki oleh suatu organisasi selain
dari manusia itu sendiri. Hal yang
termasuk dalam sumber daya non manusia
adalah sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana
memainkan  peran penting dalam
implementasi aplikasi E-Kinerja yang
efektif. Tanpa adanya sarana dan
prasarana yang sesuai, penggunaan
aplikasi E-Kinerja tidak akan dapat
berjalan dengan baik. Penting juga untuk
memperhatikan keberadaan komputer dan
jaringan. Andaikan sarana dan prasarana
tersebut dianggap tidak mencukupi, maka
pelaksanaan aplikasi E-Kinerja akan
kesulitan untuk berjalan secara efektif.

Melalui sesi wawancara, penulis
mengamati bahwa Sumber Daya Non
Manusia di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja  Kabupaten Kuningan dalam
mendukung pelaksanaan aplikasi E-
Kinerja, belum sepenuhnya berjalan
dengan baik. Penyebabnya adalah kurang
memadainya fasilitas yang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan E-Kinerja,
yang paling jelas terlihat adalah kondisi
jaringan yang kadang tidak konsisten.

Perataan.

Istilah perataan dalam konteks
kebijakan publik dapat diartikan serupa
dengan keadilan yang diterima dan
diberikan kepada kelompok yang menjadi
sasaran kebijakan tersebut. Menurut
William N. Dunn, kriteria perataan
(equity) memiliki hubungan erat dengan
rasionalitas baik secara hukum maupun
sosial serta mengacu pada dampak dan
usaha yang didistribusikan di antara
berbagai kelompok masyarakat (Dunn,
2003:434).
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Perataan adalah salah satu tolok

ukur untuk menilai kebijakan
implementasi  aplikasi E-Kinerja di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan dengan
menggunakan  beberapa  parameter,
termasuk:
Pencapaian sasaran. Parameter pertama
dalam pendekatan Perataan adalah
pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran
berupaya mengevaluasi seberapa sukses
suatu organisasi dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Pendekatan sasaran
dalam pengukuran efektivitas dimulai
dengan mendefinisikan sasaran organisasi
dan  menilai  tingkat keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan
tersebut. Dengan memfokuskan perhatian
pada aspek output, yaitu menilai sejauh
mana program berhasil mencapai tingkat
output yang telah direncanakan. Oleh
karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk
menilai keberhasilan organisasi dalam
mencapai sasaran yang akan diwujudkan
(Fadilah  Putra, 2003: 22). Maka,
pencapaian sasaran itu merupakan wujud
dari tujuan yang ingin diraih oleh suatu
organisasi. Dari hasil yang diperoleh,
kemudian diukur seberapa jauh organisasi
berhasil merealisasikan tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.

Melalui sesi wawancara, penulis
dapat menyimpulkan bahwa pencapaian
target oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan dalam penggunaan aplikasi E-
Kinerja di semua Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), terutama di kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan, masih belum maksimal. Ini
disebabkan oleh beberapa pegawai yang
menghadapi masalah dan kesulitan dalam
menggunakan E-Kinerja. Problematika
ini  mungkin muncul dari kurang
efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Kuningan  mengenai  implementasi
kebijakan E-Kinerja.
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Transparansi.

Ada beberapa bentuk
transparansi yang dapat diidentifikasi,
yaitu penyediaan informasi yang jelas
bagi  pihak yang  membutuhkan,
kemudahan dalam mengakses informasi,
penciptaan mekanisme pengaduan, serta
peningkatan arus informasi. Dengan
demikian, transparansi dapat dipahami
sebagai keterbukaan dari aparat dalam
memberikan informasi seperti laporan
keuangan dan informasi lainnya kepada
masyarakat desa secara menyeluruh.
Melalui wawancara, penulis
menyimpulkan bahwa tingkat
transparansi dari pegawai Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kuningan
dalam penggunaan E-Kinerja masih
kurang baik. Hal ini karena beberapa
pegawai masih melakukan E-Kinerja
tidak mencerminkan kondisi yang ada di
lapangan.

Responsivitas.

Diulio, 1994 dalam Dwiyanto
(2002), menegaskan bahwa responsivitas
sangat penting dalam pelayanan publik
karena menunjukkan kemampuan
organisasi dalam mengenali kebutuhan
masyarakat, menetapkan agenda dan
prioritas pelayanan, serta merancang
program-program  pelayanan  publik
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat (Sugandi, 2011: 126).

Responsivitas adalah salah satu
ukuran  untuk  menilai  penerapan
kebijakan aplikasi E-Kinerja di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan dengan menggunakan berbagai
parameter, antara lain:

Respon  Aparatur. Parameter
yang pertama dalam  pendekatan
Responsivitas adalah respon dari aparatur.
Secara literal, istilah Aparatur berasal dari
kata "aparat" yang berarti alat, sementara
kata aparatur itu sendiri memiliki makna
sebagai alat-alat Negara atau pegawai.
Dengan demikian, Aparatur adalah sarana
yang melaksanakan tugas-tugas Negara.
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Menurut Soewarno Handayaningrat (1995
: 154), aparatur adalah berbagai aspek
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pemerintahan/negara, berfungsi sebagai
sarana untuk mencapai tujuan nasional.
Sementara itu, respon berarti reaksi atau
tanggapan yang diberikan oleh aparatur
tersebut. Oleh karena itu, respon aparatur
adalah reaksi yang diberikan oleh aparatur
sebagai  penyelenggara pemerintahan
terhadap kebijakan administrasi yang
telah ditentukan.

Melalui wawancara, penulis dapat
menyimpulkan bahwa tanggapan dari
Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan terhadap pelaksanaan
kebijakan E-Kinerja adalah sangat positif.
Hal ini disebabkan oleh beberapa
tanggapan baik yang muncul terkait
kebijakan E-Kinerja. Para pegawai merasa
bahwa dengan adanya E-Kinerja, mereka
bisa mengawasi aktivitas bawahannya saat
menjalankan tugas secara lebih terstruktur
dan terukur, serta dapat meningkatkan
motivasi dan semangat mereka dalam
bekerja.

Tanggapan Pemimpin.

Aspek kedua dari pendekatan
Responsivitas adalah tanggapan pemimpin.
Menurut Badeni (2013: 2), kepemimpinan
diartikan sebagai kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi kelompok menuju
tujuan tertentu. Robbins dan Judge (2015:
410) menjelaskan bahwa kepemimpinan
merupakan kemampuan untuk mendorong
kelompok mencapai visi atau kumpulan
sasaran yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, tanggapan pemimpin adalah
respons yang diberikan oleh seorang
pemimpin sebagai kepala pemerintahan di
suatu  instansi  terhadap  kebijakan
administrasi yang telah ada. Dari hasil
wawancara, penulis menyimpulkan bahwa
tanggapan pemimpin mengenai penerapan
aplikasi E-Kinerja, terutama di kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan, sangat positif. Ini disebabkan
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oleh upaya yang dilakukan pemimpin untuk
mengatasi masalah yang dihadapi pegawai
dalam menjalankan E-Kinerja.

Ketepatan. Chamber dan Penman
dalam Hilmi dan Ali (2008) menjelaskan
ketepatan waktu dengan dua cara: (1)
ketepatan  waktu  diartikan  sebagai
keterlambatan dalam pelaporan dari tanggal
laporan hingga saat pelaporan, (2)
ketepatan waktu diukur berdasarkan
kesesuaian pelaporan relatif terhadap
tanggal pelaporan yang diharapkan.
Dengan kata lain, ketepatan waktu adalah
kemampuan untuk menyajikan informasi
dengan tepat pada waktunya, tidak melebihi
batas waktu yang telah ditentukan.
Ketepatan waktu mempengaruhi mutu
penyampaian informasi yang dihasilkan.
Ketepatan waktu juga menjadi salah satu
tolok ukur dalam menilai kebijakan
penerapan aplikasi E-Kinerja di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan dengan menggunakan beberapa
parameter berikut:

Dampak bagi Aparatur

Parameter pertama dari
pendekatan akurasi adalah dampak bagi
aparatur. Secara sederhana, dampak dapat
diartikan sebagai pengaruh atau
konsekuensi.  Setiap keputusan atau
kebijakan yang dibuat oleh seorang
pemimpin biasanya memiliki dampaknya
sendiri, baik positif maupun negatif.
Dampak juga bisa menjadi rangkaian dari
pelaksanaan pengawasan internal.

Dengan demikian, dampak bagi
aparatur adalah konsekuensi yang akan
diterima oleh penyelenggara pemerintahan
akibat dari suatu keputusan yang telah
diambil. Dalam konteks ini, hal itu
berhubungan dengan dampak yang
dirasakan oleh seluruh pegawai negeri sipil
dalam pelaksanaan E-Kinerja, khususnya
bagi pegawai di satuan polisi pamong praja
Kabupaten Kuningan.

Melalui ~ wawancara,  penulis
secara umum menyimpulkan bahwa
penerapan kebijakan E-Kinerja berdampak
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positif bagi aparatur. Yang paling terlihat
adalah dengan adanya E-Kinerja, para
pegawai diwajibkan untuk memahami
teknologi dan ruang lingkup tugas tanpa
memandang usia pegawai.

Dampak bagi Pemerintah
Parameter kedua dari pendekatan

akurasi adalah dampak bagi pemerintah. S.

E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi,

2010:18) mengategorikan  pemerintah

dalam empat definisi, yakni:

1. Pemerintah berhubungan dengan proses
pengelolaan, yaitu pelaksanaan
kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

2. Istilah ini juga dapat digunakan untuk
mengacu pada keberadaan proses itu
sendiri serta kondisi di mana ada
regulasi.

3. Pemerintahan sering merujuk pada
individu-individu yang menduduki
posisi otoritas dalam masyarakat atau
lembaga, yang berarti jabatan-jabatan
dalam pemerintahan.

4. Istilah ini juga dapat merujuk pada
bentuk, metode, dan sistem pemerintah
yang ada dalam suatu masyarakat,
termasuk struktur dan manajemen dinas
pemerintah  serta interaksi antara
penguasa dan yang dipimpin.

Oleh karena itu, dampak bagi
pemerintah adalah konsekuensi yang akan
diterima oleh pemerintah sebagai hasil dari
kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu
sendiri. Dalam hal ini, berkaitan dengan
pelaksanaan  E-Kinerja yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah bagi
seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Melalui  wawancara,  penulis
secara umum menyimpulkan bahwa
penerapan E-Kinerja memberikan dampak
positif bagi pemerintah. Hal ini disebabkan
dengan adanya E-Kinerja, pegawai menjadi
lebih terarah karena semua aktivitas tercatat
dalam satu aplikasi pusat. Pemerintah dapat
mengevaluasi  kegiatan-kegiatan  yang
dilakukan oleh pegawai setiap harinya. Ini
dapat memotivasi pegawai untuk lebih
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memahami tugas masing-masing,
berkomitmen pada kewajiban, disiplin
dalam bekerja, dan menyadari adanya
konsekuensi jika tidak memenuhi tanggung
jawab.

Faktor Pendukung
Faktor pendukung yang diperoleh
dari hasil wawancara di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
dalam menerapkan kebijakan aplikasi E-
Kinerja pada kantor satuan polisi pamong
praja kabupaten kuningan adalah sebagai
berikut:
1. Tersedianya aplikasi E-Kinerja
2. Adanya perkembangan dalam
Teknologi dan Internet
3. Tersedianya sumber daya manusia yang
berkompeten

Faktor Penghambat
Faktor penghambat yang
didapatkan dari wawancara di Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kuningan dalam menerapkan kebijakan

aplikasi E-Kinerja pada kantor satuan polisi

pamong praja kabupaten kuningan adalah
sebagai berikut:

1. Minimnya  pengetahuan  pegawai
mengenai penggunaan aplikasi E-
Kinerja

2. Instansi tidak memaksimalkan sarana
teknologi  dan  jaringan  dalam
pemanfaatan aplikasi E-Kinerja

3. Pegawai belum sepenuhnya
memanfaatkan kemampuan teknologi
dalam penggunaan aplikasi E-Kinerja.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan

Peneliti dapat menyimpulkan beberapa

upaya yang telah dilakukan oleh Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kuningan dalam mengatasi hambatan,

antara lain:

1. Memberikan arahan kepada pegawai
mengenai cara penggunaan aplikasi E-
Kinerja secara benar.

2. Memaksimalkan pemanfaatan sarana
teknologi dan jaringan Internet
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3. Mengajak pegawai untuk lebih aktif
dalam menggunakan aplikasi E-Kinerja
agar lebih efisien.

KESIMPULAN

Dari evaluasi yang dilakukan, kita
bisa mengetahui apakah sebuah kebijakan
berhasil atau gagal, sehingga kita bisa
memberikan rekomendasi apakah
kebijakan itu bisa dilanjutkan atau perlu
diperbaiki  terlebih  dahulu  sebelum
dilanjutkan. Evaluasi juga mengkaji
hubungan antara teori (kebijakan) dengan
praktiknya (implementasi) dalam hal
dampak kebijakan, apakah dampak yang
muncul sesuai dengan harapan atau tidak.
Dari evaluasi ini kita dapat menilai apakah
sebuah kebijakan memberikan manfaat atau
tidak.
Faktor Evaluasi Penerapan Aplikasi E-
Kinerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan:
Efektivitas
Evaluasi suatu kebijakan dalam organisasi
dapat dilakukan dengan mengukur seberapa
efektif organisasi dalam melaksanakan
aplikasi E-Kinerja sesuai dengan tujuan
yang sudah ditentukan sebelumnya.
Aplikasi E-Kinerja di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kuningan sudah
diimplementasikan, tetapi belum
sepenuhnya efektif. Dalam hal efektivitas
terdapat dua aspek, yaitu kapasitas dan
ketepatan waktu. Pada aspek kapasitas,
penilaian menunjukkan bahwa belum
optimal, sementara ketepatan waktu dinilai

sudah cukup baik.

Efisiensi

Efisiensi  menunjukkan  keberhasilan
individu atau organisasi dalam

menjalankan  aktivitas yang  diukur
berdasarkan  besarnya sumber yang
digunakan untuk mencapai hasil. Dengan
kata lain, efisiensi adalah perbandingan
antara sumber daya dan output. Aplikasi E-
Kinerja di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja  Kabupaten = Kuningan  sudah
diterapkan, tetapi belum sepenuhnya
efisien. Dalam efisiensi terdapat dua aspek,
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yaitu proses pelaksanaan kebijakan dan
usaha pelaksanaan kebijakan. Proses
pelaksanaan kebijakan dinilai  belum
optimal, sedangkan usaha pelaksanaannya
sudah cukup optimal.

Kecukupan

Kecukupan berhubungan dengan seberapa
baik  tingkat efektivitas memenuhi
kebutuhan, nilai, atau peluang yang
menyebabkan timbulnya masalah. Kriteria
kecukupan =~ menekankan  pentingnya
hubungan antara alternatif kebijakan dan
hasil yang diharapkan (William Dunn,
2003: 429-438). Dalam kecukupan terdapat
dua aspek, yaitu sumber daya manusia dan
non-sumber daya manusia. Indikator
kecukupan menunjukkan bahwa sumber
daya manusia maupun non-sumber daya
manusia belum sepenuhnya dianggap
memadai.

Perataan

Wlliam N. Dunn menyatakan bahwa
kriteria perataan (equity) berkaitan dengan
rasionalitas hukum dan sosial, serta
merujuk pada distribusi dampak dan upaya
antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).
Dalam indikator perataan terdapat dua
aspek, yaitu pencapaian sasaran dan
transparansi. Pada indikator perataan,
belum sepenuhnya terpenuhi, baik
pencapaian sasaran maupun transparansi
perlu ditingkatkan lebih lanjut.
Responsivitas

Menurut Siagian (2000), responsivitas
menandakan sejauh mana aparatur dapat
merespons dan memprediksi aspirasi baru,
perkembangan, tuntutan, serta pengetahuan
yang muncul. Indikator Responsivitas
memiliki dua aspek, yaitu Respon Aparatur
dan Respon Pemimpin. Dalam indikator
ini, baik respon dari aparatur maupun
pemimpin dinilai sudah berada pada tingkat
yang memuaskan.

Ketepatan

Suharno (1985: 32) menjelaskan bahwa
ketepatan adalah kemampuan individu
untuk mengarahkan suatu gerakan menuju
tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain,
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ketepatan mencerminkan kesesuaian antara
niat yang ingin dicapai dan hasil nyata yang
diperoleh terkait dengan sasaran tertentu.
Ketepatan merupakan elemen penting bagi
seseorang untuk mencapai target yang telah
ditetapkan. Ketepatan terkait dengan
keinginan individu untuk memberikan
arahan kepada sasaran dengan maksud dan
tujuan tertentu. Dalam indikator ketepatan,
terdapat dua aspek yaitu dampak bagi
aparatur dan dampak bagi pemerintah. Pada
indikator ini, kedua aspek dampak, baik
bagi aparatur maupun bagi pemerintah,
dinilai memberikan pengaruh yang cukup
baik.

Langkah-langkah yang diambil untuk
mengatasi rintangan dalam penerapan
aplikasi E-Kinerja di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja:

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat
menyimpulkan beberapa langkah yang
telah dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk
mengatasi rintangan tersebut, antara lain:

1. Mengarahkan pegawai dalam
memahami mekanisme
penggunaan aplikasi E-Kinerja.

2. Mengoptimalkan fasilitas
teknologi serta akses internet.

3. Mendorong pegawai  untuk
menggunakan aplikasi E-Kinerja
dengan lebih efektif.
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